BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 3¢ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 115 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI

Menimbang

Mengingat

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

a. bahwa beberapa Pasal dalam Peraturan Bupati Tanah

Laut Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang tidak sesuai dengan perkembangan,
maka perlu dilakukan perubahan ketentuan mengenai
tata cara pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia

Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

2, Undang-Undang Nomor & Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736};

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4723);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
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Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan
Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



)

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 115 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 115 Tahun
2020 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 115) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka
33, angka 34, angka 35, dan angka 36, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah
Laut.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala
Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah
Laut.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainya, badan usaha milik negara (BUMN),
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi
Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disebut PBB adalah Pajak atas Bumi dan/atau
Bangunan yanga dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.

Bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi
permanen, dan non permanen atau darurat dari bahan kayu, beton
batu atau bahan-bahan lainnya yang didirikan, ditancapkan,
ditambatkan dan/atau diletakkan seluruhnya atau sebagian di atas
atau di bawah permukaan tanah, bertumpu pada kostruksi batu-
batu landasan ataupun di atas dan/atau di bawah perairan yang
berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, maupun
pelaksanaan kegiatan.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang
sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak
atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
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Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak
atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,
dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender.

Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam masa pajak, dalam Tahun pajak, atau dalam Bagian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan Perpajakan Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepda Wajib
Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Objek pajak yang selanjutnya disingkat SPOP
adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
data subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjuinya disingkat
SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya
Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan
dengan menggunakan pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif,
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.
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Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
‘berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah,
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetaan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
bandingan terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Oleh
Wajib Pajak.

Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian
kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau
bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
daerah.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak
dan Kewajiban Perpajakannya.

Surat Keputusan Pembatalan adalah Surat Keputusan membatalkan
SPPT, SKPD PBB atau STPD yang tidak benar dalam penerbitannya.
Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi adalah Surat Keputusan untuk mengurangi sanksi
administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang
terutang yang tercantum dalam SKPD PBB atau STPD atau atas
keterlambatan pelunasan pajak terutang dalam SPPT.

Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal
teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
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36. Dampak Terhadap Proyek Pembangunan Pemerintah adalah suatu
pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif
disebabkan adanya proyek pembangunan yang dilaksanakan
pemerintah.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (4) diubah
dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai
berikut:

1)

(2)

Pasal 20

Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:

a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya
dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu
lainnya; atau

b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam, bencana nonalam
atau sebab lain yang luar biasa.

Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek

pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1)

2)

3)

4)

S)

Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran
pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan,
penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/
perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang
Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
penghasilan semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga
kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;

Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit
dipenuhi; dan

Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek pajak
permeter perseginya meningkat akibat perubahan
lingkungan dan dampak positif pembangunan.

b. Wajib pajak badan meliputi:

1)

2)

Objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak
badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas
pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat
memenuhi kewajiban rutin; dan

Objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak
badan yang mengalami dampak bencana nonalam sehingga
tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa

yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami,
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gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, wabah hama
tanaman, dan/atau mengalami dampak terhadap proyek
pembangunan pemerintah.

(5) Bupati dapat memberikan pengurangan PBB kepada Wajib Pajak
karena sebab lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) untuk mendorong investasi di
daerah.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diberikan:

a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang
dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (2) huruf a angka 1;

b. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang
terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) huruf a angka (2), angka (3), angka (4), angka (5)
Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 1; dan

c. Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang
dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang
luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b
angka 2, Pasal 20 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

4, Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24
(1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus memenuhi
persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;

b. diajukan secara terulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencantum besarnya persentase Pengurangan yang dimohon
disertai alasan yang jelas;

c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda; dan

d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan
Pengurangan;

e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam
hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak
berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) surat permohonan harus dilampiri dengan surat Kuasa
Khusus untuk:
a) Wajib Pajak badan; atau




(2)

3)
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b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang
lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa,
untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang
terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta
rupiah).

permohonan pengurangan diajukan dalam jangka waktu

selambat- lambatnya:

1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

2) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;

3) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat
Keputusan keberatan PBB;

4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana
alam; atau

5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain
yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya.

tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas

objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal

objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa; dan

tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang

dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan

telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat

Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara  kolektif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a harus
memenuhi persyaratan:

a.

b.

1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun
Pajak yang sama;

diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indoneisa dengan
mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang
dimohon disertai alasan yang jelas;

diajukan kepada Bupati melalui Bapenda oleh pengurus Legiun
Veteran Republik Indoneisa (LVRI) setempat atau pengurus
organisasi terkait lainnya;

diajukan paling lambat tanggal 10 Januari tahun Pajak
yang bersangkutan; dan

tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas
objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif
sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) huruf b harus
memenuhi persyaratan:

a.

b.

1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun pajak yang
sama;

diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya persentase penguranan yang dimohon




(4)
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disertai alasan yang jelas;

c. diajukan kepada Bupati Tanah laut melalui Bapenda oleh:

1) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)
setempat atau pengurus organisasi terkait untuk
pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam 23
ayat (3) huruf b angka 1.

2) Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(3) huruf b angka 2, objek pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b angka 3.

d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;

e. diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya:

1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya becana
alam; dan

3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain
yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui
pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait
lainya, atau kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan
bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya.

f. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun pajak sebelumnya atas
objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal
objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa; dan

g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan
pengurangan.

Permohonan Pengurangan dapat melebihi jangka waktu yang

ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (3)

huruf e dengan persetujuan Bupati.

Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

@)

(3)

Pasal 26

Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB
terutang untuk besaran diatas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah).

Kepala Bapenda memberikan keputusan atas permohonan
pengurangan PBB terutang untuk besaran sampai dengan
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Dalam rangka memberikan pertimbangan keputusan atas
permohonan pengurangan PBB terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pertimbangan Pengurangan
PBB yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 1% Mart 2023

Diundangkan di Pelaihari

SEKRETARIZ"DAERAH
KABURATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR



